KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

NOMOR: b9 /HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/VII/2018
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PRABUMULIH TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf k
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilthan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah
dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa berdasarkan Lampiran Baris 8 huruf c Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2018;

c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 31 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota
Prabumulih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4113);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);
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. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tmabahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 49 Tahun 2008;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemillhan Umum
Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemillhan Umum Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2008;
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Memperhatikan

MENETAPKAN

KESATU

10.Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan
Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemillhan Umum Nomor 13 Tahun 2012,
Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode
Etik Penyelenggara Pemilihan Umum,;

11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2017;

12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;

13.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017;

14.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018
tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan
Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota.

1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di
Tingkat KPU Kota Prabumulih dalam Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018 (MODEL DB-KWK);

2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap
PPK di Kota Prabumulih dalam Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018 (MODEL DB1-KWK).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PRABUMULIH TAHUN 2018.

Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih
Tahun 2018 yang dituangkan dalam Model DBI1-KWK
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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KEDUA : Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Prabumulih Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Sdr. Ir. H.
RIDHO YAHYA, M.M. dan Sdr. H. ANDRIANSYAH FIKRI,
S.H. dengan perolehan suara sebanyak 74.723 (Tujuh
puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga) suara.

b. KOLOM KOSONG dengan perolehan suara sebanyak
19.552 (Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh dua)
suara.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara terbanyak sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dijadikan sebagai dasar
penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Prabumulih terpilih periode 2018 - 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan diadakan perbaikan bila terjadi kekeliruan
dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Prabumulih
pada Tanggal O4 Juli 2018

VETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOT UMULIH

r

TAKHYUL

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;

Walikota Prabumulih di Prabumulih;

Ketua DPRD Kota Prabumulih di Prabumulih;

Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;

Ketua Pengawas Pemilu Kota Prabumulih di Prabumulih;

Inspektur Kota Prabumulih di Prabumulih;

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih di Prabumulih;

Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Prabumulih;
Pertinggal.
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